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@ 153 Bestesenatan

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

CABANG PONTIANAK

TENTANG
PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Nomor . PP.04.03/1.312221+] /2022
Nomor : 45 /KTR /xm-02,0327

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-03-
2022) bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

Direktur Politeknik Kesehatan Kementenan Kesehatan
Pontianak, yang diangkat berdasarkan KepMenKes RI
Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan
datam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di
Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta sah
mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pontianak berkedudukan di jalan 28 Ckiober Siantan
Hulu Pontianak, selanjutnya disebut sebagai “PIHAK
PERTAMA".

Kepala Badan Penyeienggara Jaminan Sosial
Kesehatan Cabang Pontianak berdasarkan Keputusan
Direksi BPJS Kesehatan Nomor: 0109/Peg-04/0120
Tanggal 17 Januari 2020 karenanya sah bertindak untuk
dan atas nama serta mewakii BPJS Kesehatan
berkedudukan di Jalan Sultan Abdurahman Nomor 135
Pontianak, selanjutnya disebut sebagai “PIHAK

KEDUA".

I. Didik Haryadi, S. Gz, M.Si

i. dr. Adiwan Qodar, AAAK

PIHAK PERTAMAdan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara
sendin-sendiri disebut PIHAK.
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PARA PIHAK terlebih dahuly menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Politeknk Keschalan Kementerian Kesehatan

:mt-fak yang marrmu_rm- tugas dan fungsi utama dalam penyelenggaraan Pendidikan,
enelitian, dan Pengabdian Masyarakat {Tri Dharma Perguruan Timggt),

2 f;::: “PSI:;:: KKEDUA adalah f:adan hukum publik yang menyelenggarakan Program
esehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
3. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-l.lndaﬁgan sebagai berikut
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

-u
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Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4301);

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosal Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

¢. Undang-Undang Nomeor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia

Nomar 5500);
Peraturan Presiden Nomor B2 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubshan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 130); -
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

- ; i,
tentang Standar Nasional Pendidikan L Jaminan Sosial Kesehatan dengan

Nota Kesepahaman antara Badan Penyelenggara

' Nomor
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor §/MoU/0317 dan

Kementerian Riset, o
(“Pihaki_[ Pinakll_
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O02/MNK2017 tentang Perluasan Keoposertaan Program Jamisan Kesehatan Nasional-
Kartu Indonesia Sehat di Perguruan Tingg

| Keputusan Menten Keuangan HI Nomor 40WKME 052011 lentang penetapan Pesterhrnk
Kesehatan Pontianak pada Kementenan Kesehatan sebagar Instanst Pemenntah yang
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

k  Peraturan Menten Kesehatan Hepubbk Indonesia Neinor 71 lahun 2000 Tentang
Orgamisass Dan Tata Kena Poltoknik Kesehatan [n L nghungan Badan Pengombangan
Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenlenan Kpsehatan,

1. Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Republk Indonesia Nomar 14 tahun 2014
tentang Kena Sama Perguruan Tinggi.

m. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber [raya Moanusa
Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07//00420/2017 tentang Pestunuk
Teknis Kerjasama Polteknk Kesehalan Kementanan Kesehatan dengan  Porgursan
Tinggi, Dumia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Neger.

n. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor @ KPP 03 00 7822018 Llentang
pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan i Lingkungan Foeavesrnben 1y
Keschatan Republik Indonesia

Atas dasar perbmbangan yang dwrakan tersebut datas dengan tikad  bak, dan lelap
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang betlaky, PARA PIHAK
dengan ini setuju untuk mengadakan kesepakalan yang dituangkan dalarmn Nota Kesepabkatan
dengan ketentuan-ketentuan sabagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama yang lebvh inten sl bag
PARA PIHAK dalam Penguatan Penyelenggaraan Tn Dhanna Pergursan Ty dan
sehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat

Program Jaminan Ke
bertujuan untuk membina dan menngkathan hutwngan kebeminugaan

(2) Nota Kesepakatan ni
antars PARA PIHAK dalam rangka Penguatan Penyelenggaiaan T Dhaima Veigunian

Tinggt dan Program Jaminan Kesehatan Nasoonal Karu Indonesia  Hehal  dengan
memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.
Pasal 2
Ruang Lingkup
Ruang hngkup Nota Kesepakatan melputi
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(1) Pendidikan, Peneitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam implementas| Merdeka

Belajar Kampus Merdeka,

(2) Integrasi Program Jaminan Kesehalan Nasional bagi seluruh mahasiswa Politeknik
Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak;

(3) Sinerg dalam Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak;

(4) Peningkatan Kapasitas SDM, Penyediaan Tenaga Ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi
Kelompok Terarah: dan

(5) Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

bagi mahasiswa

Pasal 3
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjan Kera
Sama ("Perjanjian”) yang akan disusun dan disetujui bersama PARA PIHAK dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dan Nota Kesepakatan ini.

(2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). PARA
PIHAK dapat menunjuk, menguasakan dan/atau menugaskan masing-masing unit kerja
PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya untuk dapat berdiskusi dan

bekerjasama untuk dapat membuat Penanjian.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada
anggaran masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diatur dan dituangkan lebih

lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal §
Jangka Waktu

(1) Nota Kesepsakatan ini beriaku untuk jangka waktu 5 (lma) tahun sejak tanggal
ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah, atau diakhin sesuai
dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri sebelum jangka waktu sebagamana
dimaksud dalam ayat (1) diatas, maka PIHAK tersebut wajib membenkan pemberitahuan
tertuhs kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal
pengakhiran Nota Kesepakatan yang dikehendaki.
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Pasal 6
Korespondensi

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota
Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan
alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK KEMENKES PONTIANAK

Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak
Telepon/fax : 0561-882632

Web;ita > www . poltekkes-pontianak.ac.id

Email : poltekkes_pontianak@yahoo.com

PIHAK KEDUA
BPJS KESEHATAN

Jabatan : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak

Teleponffax : 0561-733076

Email : ke-pontianak@bpjs-kesehatan.go.id

Alamat - Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 135, Pontianak
Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

(1) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terjadi perbedaan pendapat atau
perselisinan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk
mencapai mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat seba
ayat (1) tidak tercapai, maka dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

gaimana dimaksud pasal

Pasal 8
Lain-Lain
(1) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembaga
belah pihak.
(2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan N
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

an berdasarkan itikad baik kedua

ota Kesepakatlan ini akan
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(2)

Pasal 9
Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditetapkan dalam

Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang lidak
terpisahkan dari Nota Kesepakatan .

Demikian Nota Kesepakalan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua)
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama uniuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
erian Kesehatan

Kepala Cabang



